
CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI 

 

 

Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas  dan berkelanjutan 

IK : 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

IK : 

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) 

2. Indeks Kualitas Air (IKA) 

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 

Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan 
untuk memitigasi dampak KRP 

IK : 

Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan 
Hidup yang Ditindaklanjuti (%) 

Meningkatnya Rencana 
Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RPPLH) Provinsi 

IK: 

Persentase kualitas 
RPPLH Provinsi 

Tersedianya 
Dokumen 
Telaahan 

kebijakan yang 
telah 

Mengakomodir 
RPPLH Provinsi 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 
Telaahan 

Kebijakan yang 
telah 

Mengakomodir 
RPPLH Provinsi  

RPPLH 
Provinsi 

yang 
dilakukan 

peninjauan 
kembali 

IK: 

Dokumen 
RPPLH 

Provinsi 
yang 

dilakukan 
peninjauan 

kembali 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Provinsi 

IK: 

Persentase kualitas 
penyelenggaraan KLHS Provinsi 

Tersusunnya 
KLHS 

RPJPD/RPJMD 
Provinsi 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

KLHS 
RPJPD/RPJMD 
Provinsi yang 

Disusun 

Tersusunnya 
KLHS untuk KRP 

Lainnya yang 
Berpotensi 

Menimbulkan 
Dampak/Resiko 

Lingkungan 
Hidup 

IK: 

Jumlah 
Dokumen KLHS 

KRP lainnya 
yang berpotensi 

menimbulkan 
dampak/ resiko 

lingkungan 
hidup yang 

disusun 

Tersedianya 
dokumen 
telaahan 

kesesuaian 
kaidah dalam 
penyusunan 

KLHS 
kabupaten/ 

kota 

IK: 

Jumlah 
dokumen 
telaahan 

kesesuaian 
kaidah dalam 
penyusunan 

KLHS 
kabupaten/ 

kota 

Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

IK : 

1. Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 

2. Persentase penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH 

3. Persentase penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan 

Meningkatnya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

IK: 

1. Persentase pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut  

2. Persentase penyusunan dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup 

2. Persentase penyusunan laporan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 

Tersusunnya 
Dokumen Uji 

Kualitas 
Lingkungan 

Hidup 
Dilaksanakan 

terhadap Media 
Tanah, Air, 

Udara, dan Laut 

IK: 

Jumlah Dokumen 
Uji Kualitas 
Lingkungan 

Hidup 
Dilaksanakan 

terhadap Media 
Tanah, Air, 

Udara, dan Laut 

Terlaksananya
Pengambilan  

contoh uji dan 
pengujian 
parameter 

kualitas 
lingkungan 

IK : 

Jumlah 
pengambilan 

contoh uji dan 
pengujian 
parameter 

kualitas 
lingkungan 

yang 
dilaksanakan 

Tersusunnya 
Laporan 

pelaksanaan 
Pencegahan 
Pencemaran 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media 

Tanah, Air, Udara 
dan Laut  

IK :  

Jumlah laporan 
pelaksanaan 
pencegahan 
pencemaran 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 
dan Laut yang 

disusun 

Terlaksananya 
pemantauan 

Kualitas 
Lingkungan 

Hidup terhadap 
Media Tanah, 

Air, Udara, dan 
Laut   

IK : 

Data dan 
informasi indeks 

kualitas 
lingkungan hidup 
terhadap Media 

Tanah, Air, 
Udara, dan Laut   

Terlaksananya 
kegiatan 

koordinasi dan 
sinkronisasi 
pencegahan 
pencemaran 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

IK : 

Jumlah kegiatan 
koordinasi dan 

sinkronisasi  
pencegahan 
pencemaran 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 
dan Laut yang 
dilaksanakan 

Tersedianya 
peralatan 

pemantau kualitas 
lingkungan di 

Provinsi dalam 
rangka 

pencegahan dan 
sebagai peringatan 
dini pencemaran 

lingkungan 

IK : 

Jumlah peralatan 
pemantau kualitas 

lingkungan di 
Provinsi dalam 

rangka 
pencegahan dan 

sebagai peringatan 
dini pencemaran 

lingkungan 

Beroperasi dan 
berfungsinya alat 

pemantau 
kualitas 

lingkungan di 
Provinsi dalam 

rangka 
pencegahan dan 

sebagai 
peringatan dini 

pencemaran 
lingkungan 

IK : 

Jumlah peralatan 
pemantau 

kualitas 
lingkungan di 
Provinsi yang 

dilakukan 
pemeliharaan 

Tersusunnya 
Dokumen status 

lingkungan 
hidup daerah  

IK : 

Jumlah dokumen 
status 

lingkungan 
hidup daerah 
yang disusun 

Tersusunnya 
dokumen 

kebijakan terkait 
Pencegahan 
Pencemaran 

dan/atau 
Kerusakan 

Lingkugan Hidup 
sesuai dengan 

kewenangannya 

IK : 

Jumlah dokumen 
kebijakan terkait 

Pencegahan 
Pencemaran 

dan/atau 
Kerusakan 

Lingkugan Hidup 
sesuai dengan 

kewenangannya 

Terlaksananya 
Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pengendalian 

Emisi Gas Rumah 
Kaca, Mitigasi 
dan Adaptasi 

Perubahan Iklim 

IK : 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Inventarisasi GRK 
dari sektor 

lingkungan hidup 
yang 

Dilaksanakan 

Tersedianya 
dokumen hasil 
inventarisasi 

GRK dan 
penyusunan 

profil emisi GRK 

IK : 

Jumlah 
dokumen hasil 

inventarisas 
GRK dan 

penyusunan 
profil emisi GRK 

Meningkatnya Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

IK: 

1. Persentase penyusunan kebijakan pemulihan  
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup 

2. Persentase  cakupan lahan yang dipulihkan 

Terlaksananya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Penghentian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Kewenangan Pemerintah 
dan/atau 

Kabupaten/Kota 

IK : 

 Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penghentian 
Sumber Pencemaran 

Kewenangan Pemerintah 
dan/atau 

Kabupaten/Kota 
dan/atau Sektor Lain 
Hingga Terhentinya 

Sumber Pencemaran 
yang Dilaksanakan 

Terlaksananya 
kegiatan 

koordinasi dan 
sinkronisasi 

pembersihan 
unsur pencemar 
dengan dampak 

lintas kabupaten/ 
kota 

IK : 

Jumlah kegiatan 
koordinasi dan 

sinkronisasi  
pembersihan 

unsur pencemar 
dengan dampak 

lintas kabupaten/ 
kota 

Tersusunnya 
dokumen 

kebijakan terkait 
Pemulihan 

Pencemaran 
dan/atau 

Kerusakan 
Lingkugan Hidup 

sesuai dengan 
kewenangannya 

IK: 

Jumlah dokumen 
kebijakan terkait 

Pemulihan 
Pencemaran 

dan/atau 
Kerusakan 

Lingkugan Hidup 
sesuai dengan 

kewenangannya 

STAF

/ JFT 

ES IV 

/ JFT 

ES III 

ES II 



 

 

 

 

Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas  dan 
berkelanjutan 

IK : 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

IK : 

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) 

2. Indeks Kualitas Air (IKA) 

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 

Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati 

IK : 

Persentase RTH (%) 

Meningkatnya penyusunan kebijakan yang mendukung 
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

IK: 

Persentase penyusunan kebijakan dan kelembagaan yang 
mendukung Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

Tersusunnya 
Rencana 

Induk 
Pengelolaan 
Keanekaraga
man Hayati  

IK: 

Jumlah 
Dokumen 
Rencana 

Induk 
Pengelolaan 
Kehati yang 

Disusun 

Terlaksanan
ya Ruang 
Terbuka 

Hijau (RTH) 
yang 

Dikelola 

IK: 

Luas RTH 
yang 

Dikelola 
Lingkup 

Kewenanga
n Provinsi 

Meningkatnya 
jumlah orang 

yang 
Meningkat 

Kapasitasnya 
dalam 

Pengelolaan 
Keanekaragam

an Hayati 

IK: 

Jumlah Orang 
yang 

Meningkat 
Kapasitasnya 

dalam 
Pengelolaan 

Keanekaragam
an Hayati 

Terkelolanya 
Sarana dan 
Prasarana 

Keanekaraga
m Hayati  

IK: 

Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 

Keanekaraga
man Hayati 

yang 
Dikelola 

Terkelolanya 
Taman 

Keanekaraga
man Hayati 

Lainnya 

IK: 

Unit taman 
Kehati 

lainnya yang 
Dikelola 
Lingkup 

Kewenangan 
Provinsi 

Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3) 

IK : 

1. Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%) 

2. Indeks Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan 
Limbah B3 skala Provinsi Jambi (poin) 

Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

IK: 

Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan 
pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter 

dan perusahaan pengumpul Limbah B3) 

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengelolaan 
Limbah B3 Dalam Rangka 

Pengangkutan, Pemanfaatan, 
Pengolahan, dan/atau 

Penimbunan yang Bukan 
Kewenangan Provinsi Serta 
Pelaksanaan Pengumpulan 
Limbah B3 Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi yang 
Sesuai Kewenangannya 

IK: 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 
dengan Pemerintah dalam 

rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, 
dan/atau Penimbunan Yang 
Bukan Kewenangan Provinsi 

Serta Pelaksanaan 
Pengumpulan Limbah B3 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi yang 
Sesuai Kewenangannya 

Terfasilitasinya 
pemenuhan 

persetujuan teknis 
pengumpulan 

Limbah B3 skala 
Provinsi yang 

terintegrasi dengan 
persetujuan 

Lingkungan, Surat 
Kelayakan 

Operasional, dan 
Perizinan Berusaha 

IK: 

Jumlah fasilitasi 
pemenuhan 

persetujuan teknis 
Pengumpulan 

Limbah B3 skala 
Provinsi yang 

terintegrasi dengan 
persetujuan 

Lingkungan, Surat 
Kelayakan 

Operasional, dan 
Perizinan Berusaha 

Terlaksananya 
pembinaan dan 

pemantauan 
pelaksanaan 

pengumpulan 
limbah B3 skala 

Provinsi 

IK: 

Jumlah 
pembinaan dan 

pemantauan 
pelaksanaan 

pengumpulan 
limbah B3 skala 

Provinsi yang 
dilakukan 

Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan 
terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan 

IK : 

1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang 

diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%) 

2. Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin 
lingkungan dan/atau izin PPLH (%) 

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

IK: 

1. Persentase pemberian rekomendasi dan/atau 
Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi  

2. Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan 
izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

Terlaksananya 
Kegiatan 
Fasilitasi 

Rekomendasi 
dan/atau 

Pemenuhan 
Ketentuan 

Persetujuan 
Teknis, 

Persetujuan 
Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan 

0perasi yang 
Diberikan 

IK: 

Jumlah 
Rekomendasi 

dan/atau 
Persetujuan 

teknis, 
Persetujuan 

Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan 

operasi yang 
diberikan  

Pejabat 
Pengawas 

Lingkungan 
Hidup Daerah 

yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

IK: 

Jumlah 
PPLHD yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

Pejabat 
Pengawas 

Lingkungan 
Hidup 

Daerah yang 
dibentuk 

IK: 

Jumlah PNS 
yang 

dibentuk 
dan diangkat 

menjadi 
Fungsional 

PPLHD 

Seluruh 
Perizinan 

Berusaha atau 
Persetujuan 
Pemerintah 

terkait 
Persetujuan 
Lingkungan 

yang 
diterbitkan 

oleh 
Pemerintah 

Daerah 
Provinsi yang 

diawasi 

IK: 

Jumlah Badan 
usaha 

dan/atau 
kegiatan yang 

diawasi 

Meningkatnya kapasitas Masyarakat 
Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal 

dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 

IK : 

Persentase MHA yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya (%) 

Meningkatnya Pengakuan 
MHA dan Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang terkait 
dengan PPLH 

IK: 

Persentase pengakuan 
MHA dan Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang terkait 
dengan PPLH 

Terlaksananya 
Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA 
Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak Kearifan Lokal 

atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH 

IK : 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA 
Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak Kearifan Lokal 

atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 

terkait dengan PPLH 

Meningkatnya Kapasitas 
MHA dan Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang 
terkait dengan PPLH 

IK: 

Persentase pelaksanaan  
kegiatan pelatihan/ 
pendampingan bagi 
MHA terkait PPLH 

Kelembagaan MHA, 
Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional 
dan Hak MHA terkait 

dengan PPLH yang 
dilakukan 

Pemberdayaan, 
Kemitraan, 

Pendampingan dan 
Penguatan 

IK : 

Jumlah Dokumen 
Kelembagaan MHA, 

Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA terkait 
dengan PPLH yang 

dilakukan 
Pemberdayaan, 

Kemitraan, 
Pendampingan dan 

Penguatan 

Meningkatnya kapasitas SDM bidang 
lingkungan hidup 

IK : 

Persentase Penyuluh Lingkungan 
Hidup yang Ditingkatkan 

Kompetensinya (%) 

Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 
Lembaga KeMasyarakatan Tingkat 

Daerah Provinsi 

IK: 

Persentase penyusunan 
modul/materi pendidikan, pelatihan 

dan penyuluhan LH  

Meningkatnya 
jumlah 

penyuluhan 
dan 

Kampanye 
Lingkungan 

Hidup Tingkat 
Daerah 
Provinsi 

IK: 

Jumlah 
Masyarakat/K

elompok 
Masyarakat/ 

Pelaku 
Usaha/Kegiata

n yang 
Terlibat 

 

Meningkatnya jumlah 
lembaga pendidikan 

formal/lembaga 
masyarakat/ 

komunitas/kelompok 
masyarakat  yang 

peduli dan berbudaya 
lingkungan hidup 

skala provinsi yang 
terdaftar di Provinsi 

yang ditingkatkan 
kapasitas dan 

Kompetensi SDM nya 

IK: 

Jumlah lembaga 
pendidikan 

formal/lembaga 
masyarakat/ 

komunitas/kelompok 
masyarakat yang 

meningkat kapasitas 
dan kompetensinya 

terkait PPLH 

Terlaksananya 
pengembangan 

generasi 
lingkungan 

melalui 
pembinaan, 

pendampingan, 
pembentukan 

dan 
pemberdayaan 

kader lingkungan, 
penyuluhan, dan 

pemberian 
penghargaan 

IK: 

Jumlah 
pembinaan dan 
pendampingan 
Gerakan Peduli 
dan Berbudaya 

Lingkungan 
Hidup yang 

dilaksanakan 

Meningkatnya kinerja 
pemangku kepentingan dalam 
perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup 

IK : 

Persentase Partisipasi 
Masyarakat dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (%) 

Meningkatnya Pemberian 
Penghargaan Lingkungan 

Hidup Tingkat Daerah 
Provinsi 

IK: 

Persentase pemberian 
penghargaan lingkungan 
hidup yang ditetapkan di 

tingkat Provinsi 

Terlaksananya Penilaian 
Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 
Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia Pendidikan/ 
Filantropi dalam 

Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

IK: 

Jumlah 
Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 
Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi 
yang Dinilai Kinerjanya 

dalam rangka PPLH 

ES II 

ES III 

ES IV 

/ JFT 

STAF

/ JFT 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas  dan berkelanjutan 

IK : 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

IK : 

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) 

2. Indeks Kualitas Air (IKA) 

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 

Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana 
lingkungan hidup 

IK : 

Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup (%) 

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 

IK: 

1. Persentase penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab 
usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi 

2. Persentase pengaduan yang ditangani/ ditindaklanjuti dibanding total pengaduan 
yang masuk 

Terlaksananya 
penerapan sanksi 
administrasi yang 

dikenakan ke 
penanggung jawab 

usaha/kegiatan yang 
tidak taat yang 

menjadi kewenangan 
Provinsi 

IK : 

Jumlah penerapan 
sanksi administratif 

yang dikenakan 
kepada penanggung 

jawab usaha/kegiatan 
yang tidak taat dan 

menjadi kewenangan 
Provinsi 

Terlaksananya 
Penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang 
ditangani yang menjadi 
kewenangan Provinsi 

IK : 

Jumlah sengketa 
lingkungan hidup yang 
ditangani yang menjadi 
kewenangan Provinsi 

Terlaksananya 
Pengembangan 

Kapasitas SDM bidang 
Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup 

IK : 

Jumlah SDM yang 
ditingkatkan 

kapasitasnya dalam 
bidang Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan 
Hidup ditindaklanjuti/  

ditangani 

Terlaksananya 
pengelolaan 
penanganan 
pengaduan 

permasalahan 
Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 
Hidup tingkat Provinsi 

IK : 

Jumlah pengaduan 
permasalahan 

Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan 
Hidup tingkat Provinsi 

yang dikelola 
ditindaklanjuti/ 

ditangani 

Meningkatnya tata kelola persampahan 

IK : 

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 

Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 

IK: 

1. Persentase  penanganan timbulan sampah 

2. Persentase  pengurangan timbulan sampah 

Terlaksananya 
Pemrosesan Akhir di 
TPA/TPST Regional 

IK : 

Jumlah Sampah dan 
Residu yang Terproses 

akhir di TPA/TPST 
Regional 

Fasilitasi TPA/TPST 
Regional yang 

beroperasi dan 
terpelihara dengan 

baik 

IK : 

Jumlah Fasilitasi 
TPA/TPST Regional 

yang Beroperasi dan 
Terpelihara dengan 

baik 

Terlaksananya rencana 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Penyediaan Prasarana 

dan Sarana 
Penanganan Sampah di 

TPA/TPST Regional 

IK : 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Penyediaan Prasarana 

dan Sarana 
Penanganan Sampah di 

TPA/TPST Regional 
yang Dilaksanakan 

Tersedianya Sarana 
dan Prasarana 

Penanganan Sampah di 
TPA/TPST Regional 

IK : 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Penanganan 

sampah di TPA/TPST 
Regional 

Tersusunnya Kebijakan 
dan Strategi Daerah 
Pengelolaan Sampah 

Provinsi 

IK : 

Jumlah dokumen 
kebijakan dan strategi 
daerah pengelolaan 

sampah provinsi yang 
disusun dan ditetapkan 

Tersusunnya laporan 
pemantauan, 

pembinaan, verifikasi 
dan pengawasan atas 
penerapan Rencana, 
Kebijakan dan Teknis 
pengelolaan Sampah 

Regional 

IK : 

Jumlah laporan 
pemantauan  

pembinaan, verifikasi 
dan pengawasan atas 
penerapan Rencana, 
Kebijakan dan Teknis 
pengelolaan Sampah 

Regional 

Terlaksananya 
pengelolaan sampah 

regional 

IK : 

Jumlah sampah 
regional yang dikelola 

Tersedianya sarana 
dan prasarana 

pengelolaan sampah 
regional 

IK : 

Jumlah sarana dan 
prasarana pengelolaan 

sampah regional 

Terlaksananya 
Koordinasi, sinkronisasi 

dan pemantauan 
pelaksanaan 

pengelolaan sampah di 
kabupaten/kota 

IK : 

Jumlah dokumen hasil 
koordinasi, sinkronisasi 

dan pemantauan 
pelaksanaan 

pengelolaan sampah di 
kabupaten/kota 

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan 
akuntabel 

IK: 
1.  Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
3. Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori 

PD 
4. Persentase peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dari Laboratorium Lingkungan 
 

STAF

/ JFT 

ES IV 

/ JFT 

ES III 

ES II 



 

 

 

 

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel 

IK: 

1.  Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

3. Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD 

4. Persentase peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan 

Meningkatnya 
Kualitas 

Perencanaan 

IK : 

Indeks/ 
Persentase 
keselarasan 
perencanaan 

Tersusunnya 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

IK : 

Jumlah 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

Meningkatnya 
Kualitas 

Penganggaran 

IK : 

Tingkat 
efektivitas dan 

efisensi 
pelaksanaan 

program/kegiat
an/ sub 
kegiatan 

Tersedianya 
Dokumen 
RKA-SKPD 

dan Laporan 
Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 
RKA-SKPD 

dan Laporan 
Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 
RKA-SKPD 

Tersedianya 
Dokumen 

DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 
DPA-SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Dokumen 
DPA-SKPD 

Meningkatnya 
Kualitas Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

IK: 

Persentase 
tindak lanjut 

atas evaluasi 
kinerja 

Tersedianya 
Laporan Capaian 

Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan 
Laporan Capaian 

Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

IK: 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 

SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Terlaksananya 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

IK: 

Jumlah 
Laporan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

IK : 

Persentase layanan adm 
keuangan yang difasilitasi 

Tersedianya 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

IK: 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 

Gaji dan 
Tunjangan 

ASN 

Tersedianya 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Terlaksananya 
Penatausahaa

n dan 
Pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan 

SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaa
n dan 

Pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan 

SKPD  

 

Terlaksanany
a Koordinasi 

dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Hasil 
Koordinasi 

dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD 

 

Tersedianya 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan 
Keuangan 

Akhir Tahun 
SKPD 

IK: 

Jumlah 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 

SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 

Laporan 
Keuangan 

Akhir Tahun 
SKPD 

Tersedianya 
Dokumen 

Bahan 
Tanggapan 

Pemeriksaan 
dan Tindak 

Lanjut 
Pemeriksaan 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Bahan 
Tanggapan 

Pemeriksaan 
dan Tindak 

Lanjut 
Pemeriksaan 

Meningkatnya 
Kualitas 

Penataan 
Administrasi 
Barang Milik 

Daerah 
Perangkat 

Daerah 

IK : 

Persentase 
penataan 

administrasi 
BMD 

Terlaksananya 
Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD 

IK: 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 

Barang Milik 
Daerah pada 

SKPD 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

IK : 

Persentase layanan 
administrasi 
kepegawaian 

Tersedianya 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Atribut 

Kelengkapan 

IK: 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 

Beserta 
Atribut 

Kelengkapan  

Terlaksananya 
Pendataan dan 

Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Terlaksananya 
Pendidikan 

dan Pelatihan 
Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan 

Fungsi 

IK: 

Jumlah 
Pegawai 

Berdasarkan 
Tugas dan 

Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan 

dan Pelatihan 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

IK : 

Persentase layanan Administrasi 
Umum yang dipenuhi 

Tersedianya 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/ 

Penerangan 
Bangunan 

Kantor 

IK: 

Jumlah Paket 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Pener

angan 
Bangunan 

Kantor yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

IK: 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Bahan 

Logistik 
Kantor 

IK: 

Jumlah 
Paket 
Bahan 

Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Barang 

Cetakan 
dan 

Penggandaa
n 

IK: 

Jumlah 
Paket 

Barang 
Cetakan 

dan 
Penggandaa

n yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

yang 
Disediakan 

Terlaksananya 
Penyelenggar

aan Rapat 
Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

IK: 

Jumlah 
Laporan 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

 

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis 

pada SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 

Penatausahaan 
Arsip Dinamis 

pada SKPD 

Terlaksananya 
Dukungan 

Pelaksanaan 
Sistem 

Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik 
pada SKPD 

IK: 

Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 

Pelaksanaan 
Sistem 

Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik 
pada SKPD 

Meningkatnya 
Pengadaan  Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

IK : 

Persentase 
penyelesaian 

pengadaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Tersedianya 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

IK: 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas 
Jabatan 

yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Mebel 

IK: 

Jumlah 
Paket 

Mebel yang 
Disediakan 

Tersedianya 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya 

IK: 

Jumlah Unit 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya 
yang 

Disediakan 

Tersedianya 
Gedung 

Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya 

IK: 

Jumlah Unit 
Gedung 

Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya 
yang 

Disediakan 

Meningkatnya 
Penyediaan Jasa 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

IK : 

Persentase 
penyediaan Jasa  

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah yang 

dipenuhi 

Terlaksanan
ya 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

IK: 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat  

Tersedianya 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air 

dan Listrik 

IK: 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air 

dan Listrik 
yang 

Disediakan 

Tersedianya 
Jasa 

Pelayanan 
Umum 
Kantor 

IK: 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum 

Kantor yang 
Disediakan 

Meningkatnya 
Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

IK : 

Persentase 
Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah terpenuhi  

Tersedianya 
Jasa 

Pemeliharaan
, Biaya 

Pemeliharaan 
dan Pajak 

Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 

IK: 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 

Dinas Jabatan 
yang 

Dipelihara 
dan 

Dibayarkan 
Pajaknya 

Tersedianya 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 
atau Lapangan 

IK: 

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas 
Operasional 

atau Lapangan 
yang 

Dipelihara dan 
Dibayarkan 
Pajak dan 

Perizinannya 

Terlaksanan
ya 

Pemeliharaa
n Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya 

IK: 

Jumlah 
Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya 
yang 

Dipelihara 

Terlaksanan
ya 

Pemelihara
an/ 

Rehabilitasi 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 

IK: 

Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 
yang 

Dipelihara/ 
Direhabilita

si 

Meningkatnya kualitas 
pendayagunaan 

laboratorium lingkungan 

IK : 

1.  Persentase penerimaan  
Pendapatan Asli Daerah 
sektor uji laboratorium 

lingkungan 

2. Persentase penyusunan 
perencanaan pengelolaan 
laboratorium, pelatihan 

bagi personil laboratorium, 
dan penambahan alat-alat 

laboratorium 

3. Persentase penyusunan 
laporan pengujian di 

laboratorium lingkungan 

Terlaksananya 
pengelolaan 
administrasi 

dan keuangan 
(PAD) 

laboraorium 
lingkungan 

IK : 

Jumlah laporan 
pengelolaan 
administrasi 

dan keuangan 
(PAD) 

laboratorium 
lingkungan 

Terlaksananya 
perencanaan 
pengelolaan 

laboratorium, 
pelatihan bagi 

personil 
laboratorium, 

dan 
penambahan 

alat-alat 
laboratorium 

IK : 

Jumlah 
dokumen 

perencanaan 
pengelolaan 

laboratorium, 
pelatihan bagi 

personil 
laboratorium, 

dan 
penambahan 

alat-alat 
laboratorium 

Terlaksananya 
pengujian di 
laboraorium 
lingkungan 

IK : 

Jumlah 
pengujian 

yang 
dilaksanakan 

oleh 
laboratorium 
lingkungan 

ES III 

ES IV 

/ JFT 

STAF

/ JFT 


